MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XX/2022

Tentang
Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pemohon . Robert Numberi

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) UU 2/2021 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan . 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Senin, 31 Oktober 2022
Ikhtisar Ketetapan

Pemohon adalah perorangan orang asli Papua warga negara Indonesia yang saat ini
telah pensiun dari karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mempunyai kesempatan
untuk maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam pemilihan legislatif
secara serentak pada tahun 2024 melalui partai politik mempunyai kepentingan hukum dalam
permohonan ini karena Pemohon menganggap hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap UUD 1945,
khusus berkaitan dengan pengangkatan 14 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Papua tanpa melalui pemilihan umum sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang Pemilu
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2022 telah mengajukan surat
Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022 yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2022 dengan alasan kondisi prinsipal Sdr. Roberth
Numberi dan ketidaksiapan tim dalam pengajuan materi permohonan sehingga oleh karena
kondisi tersebut, Pemohon memutuskan mencabut permohonan a quo.

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19
Oktober 2022 dengan agenda konfirmasi pencabutan perkara a quo yang dalam persidangan
tersebut kuasa hukum Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1)
UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa
penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali.
Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Oktober 2022 telah menetapkan
bahwa pencabutan permohonan Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut
hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Selanjutnya menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan.



